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KATA PENGANTAR
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Segala puji sejatinya dikembalikan atas kehadirat Allah swt. dengan berkat
limpahan rahmat, karuniadan berkah-Nya yang demikian tak terhingga. Dia-lah
Allah swt.Tuhan semesta alam, pemilik segala ilmu yang ada di muka
bumi.Setelah melalui tahap demi tahap serta usaha yang demikian menguras
energi dan pikiran, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

(- = b u-u ~ S iS = K
o=t S = Sy J = L
& = $ P = S o = M
d = j P = d ) = N
c o= L= , = W
s kh L = 7 A2 = h
) = d t = ‘a S = y
k) = z t = G

D = T g.ﬁ = F

5 =z 5 = Q

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal (a) panjang = a-- J\BZ qala



Vokal (i)  panjang = i-- J.JZ gila

Vokal (u) panjang = U yed= duna
3. Diftong

Au g0 = qaul

Ai = khair

4. Tamarbutah (5)
Ta marbutahditransliterasi dengan (t), tapi jika terletak di akhir kalimat,
maka ditransliterasi dengan huruf (h), contoh;
A 3 W\ AAL» JJ\ = al-risalah Ii al-mudarrisah.
Bila suatu kata yang berakhir dengan ta marbutah disandarkan kepada /afz
al-jalalah, maka ditransliterasi dengan (t), contoh;
A\ iey 3 = A Rabmatillah.
5. Lafz al-Jaldlah ( &)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya, atau
berkedudukan sebagai mudafin ilayh, ditransliterasi dengan tanpa huruf hamzah,
Contoh; AW = billahah ss= Abdullah
6. Tasydid
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan ‘Arab dilambangkan
dengan (6) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf
(konsonan ganda).

Contoh: U -rabbana

Xi



Kata-kata atau istilah ‘Arab yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis

lagi menurut cara transliterasi ini.

B. Singkatan
swt. = Subhanah wa Ta‘ala
saw = Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam
a.s. = Alaih al-Salam
w. = Wafat tahun
QS = Al-Qur’an Surat
M = Masehi
H = Hijriyah
HR = Hadis Riwayat

Xii



ABSTRAK

Nama : Syahrul Ramadan

NIM :10500113169

Judul : Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasi
dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa
(Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan)

Pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu: 1) bagaimanakah Perma No.
1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendukung pelaksanaan
Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses beracara perdata di Pengadilan
Negeri Sungguminasa? 2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan
pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (fie/d research),
Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang dilakukan dengan jalan
memberikan penililaian apakah pelaksanaan mediasi sesuai dengan aturan yang
berlaku telah mendukung pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan,
kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan,
menguraikan, dan menggambarkan permasalahan.

Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa: 1) asas peradilan cepat, sederhana
dan biaya ringan melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa belum
terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena Proses mediasi itu sendirilah yang
menyebabkan proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri
Sungguminasa menjadi mahal dan waktu yang digunakan lebih lama. 2) adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Perma No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah para pihak, mediator dan juga
advokat.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan seharusnya tidak diwajibkan untuk semua perkara
Perdata yang didaftarkan di Pengadilan tingkat pertama, seharusnya proses mediasi
dilakukan pada perkara yang mana pihak yang berperkara menginginkan
dilaksanakannya proses mediasi. 2) pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan
dan pendidikan mediasi di daerah juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah
Agung, mengingat keterbatasan tenaga mediator yang profesional sehingga dapat
mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum
mendapatkan pelatihan dan pendidikan mediasi.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi“ Negara Indonesia
adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD
1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara,
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikan dapat dikatakan
bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan menyelenggarakan
ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu
masyarakat adil dan makmur.!

Secara teori bahwa negara hukum tunduk kepada the rule of the law,
kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial
power) yang berperan sebagai katup penckan (pressure valve) atas segala
pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan masih
relevan sebagai the /last resort atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan,
sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan
berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (zo enforce the truth and justice)?

Namun dalam praktiknya di pengadilan seringkali ditemukan hal yang

mengganjal dalam sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, penyelesaian

1Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani,
(Jakarta:Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012), h. 121.

2Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 229.



perkara memakan waktu bertahun-tahun dan proses yang lama mulai dari
pengadilan tingkat pertama,dapat diajukan upayahukum yang berkepanjangan mulai
dari verset, banding dan kasasi, setelah berkekuatan hukum tetap masih ada upaya
peninjauan kembali dan derdinverset. Selain proses yang panjang dan biaya mahal,
penyelesaian sengketa melalui litigasi juga menimbulkan penumpukan jumlah
perkara di pengadilan.

Salah satu perselisihan yang terjadi di masyarakat adalah perkaraperdata.
Perkara perdata ialah suatu perkara yangterjadi antara pihak yang satu dengan pihak
lainnya dalam hubungankeperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak
yang sedangberperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk
mendapatkeadilan yang seadil-adilnya.’

Dalam perkara perdata yang bersifat sengketa, minimal ada duapihak yang
saling memperjuangkan kepentingannya. Masing-masingpihak akan merasa dirinya
paling benar dan berhak terhadap apa yangdisengketakan, dimana mereka akan
berupaya membuktikan kebenarandalil-dalilnya dan melakukan apa saja. Akan
tetapi, suatu sengketaperdata yang diselesaikan dengan cara perdamaian, diharapkan
olehkedua belah pihak yang bersengketa benar-benar dapat berjalan denganlancar
sehingga tidak menimbulkan permusuhan dan dapatmenumbuhkan kembali

hubungan harmonis yang telah ada terutama bilasengketa terjadi antar keluarga.

3Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012) h. 5.



Perdamaian berguna untuk menghindari biaya yang mahal dan untuk menghindari
proses perkara yang berlarut-larut dan lama.*

Oleh karenanya, penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi
tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta
diberdayakan di pengadilan. Namun, tidak mengurangi pentingnya peranan
peradilan formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu,
mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan.’

Berdasarkan hal tersebut yang mendasari lahirnya Perma No. 01 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ialah untuk menyikapi problematika
hukum yang dihadapi oleh masyarakat, Mahkamah Agung RI sebagai lembaga
tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang
terbaik demi tegaknya aturan hukum dan keadilan. Produk-produk hukum baru
berikut perangkat teknisnya diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan dimensi hukum. Tertunggaknya perkara dan ketidakpuasan para
pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Mahkamah Agung mencoba
mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non /itigasi) dalam hal ini
mediasi ke dalam proses peradilan (/itigasi), yaitu dengan menggunakan proses
mediasi. Untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan

hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau

4Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung; Alumni,1996), h.
165.

SNurnanungsi Amriani, MEDIASI Alternatif Penyelasaian Sengketa Perdata di Pengadilan,
(Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h.8.



lembaga mediasi yang bertujuan memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya
ringan serta untuk mengurangi penumpukan perkara.® Islam menyeru untuk
menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan “s/ah (fa
aslihu baina ahwaikum). Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak
yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam.’

Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49 :10.
- d ~ -
> 2 w// /am { .};Eﬂo/ > 2 ’/f; ~2- i s ’97 }.’:/? “ s 2 e /?
r&w ) \).a.:\j fb'jj}\ o Wb °j->'\; Qﬂ}ﬂ\ La.:\;
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Terjemahnya:
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.®

Langkah perdamaian dalam penyelesaian perkara gugatan di pengadilan
merupakan tahapan yang efektif dan efisien bertujuan untuk menciptakan kondisi
win-win solution karena kedua belah pihak yang bersengketa berada dalam
persamaan kedudukan dengan tidak ada yang kalah maupun menang, melainkan

menemukan hasil terbaik.

®Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 31-35.

"Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadialn Agama, Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 177.

8Departemen Agama RI., Al-quran dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro,
2006), h. 517.



Sebagai sebuah revisi aturan yang menggantikan aturan mengenai mediasi
yang telah ada sebelumnya, terdapat beberapa hal baru yang merupakan
penyempurnaan aturan yang lama. Setidaknya ada lima perubahan mendasar yaitu
mengenai itikad tidak baik dalam mediasi dan konsekuensinya, penyelesaian
sebagian, pengecualian mediasi, konsekuensi tidak menempuh proses mediasi dan
penyelesaian mediasi di luar pengadilan.

Dengan segala permasalahan yang ada dan telah mempertimbangkan
banyak hal serta aspek yang melingkupinya, upaya penerapan asas sederhana,cepat
dan biaya ringan ke dalam prosedur mediasi yang telah berlangsung menjadi suatu
hal yang perlu dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui
fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam
membuat peraturan telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma),
yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini
berlaku sejak 3 Februari 2016 yang merupakan landasan dalam praktik beracara
untuk mengefektifkan alternatif penyelesaian sengketa dengan mengutamakan
perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan memiliki
potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari
sudut pandang kesederhanaan prosesnya, biaya maupun waktu, serta dapat
menciptakan kondisi win-win solution kepada para pihak yang bersengketa. Dengan
diterbitkannya Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

diharapkan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk



menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, sehingga

asas peradilan sederhana,cepatdan biaya ringan yang diharapkan dari Perma ini

dapat terwujud.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka yang menjadi judul dari penelitian ini
yakni “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasi dalam
Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa (Studi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
mendukung pelaksanaan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses
beracara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Perma No.
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam proses
penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

C. Fokus Penilitian dan Deskripsi Fokus
Penelitian yang diteliti berjudul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan

Biaya Ringan melalui Mediasi dalam Penyelasaian Sengketa Perdata di Pengadilan

Negeri Sungguminasa (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”. Demi memperjelas pengertian yang

terdapat dalam judul penelitian ini maka dikemukakan pengertian judul agar



pembaca tidak keliru memahaminya. Adapun yang perlu dijelaskan adalah sebagai

berikut:

a. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.’

b. Asas secara bahasa artinyasuatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan
mendasari adanya suatu norma hokum.!?

c. Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; segera, tidak
banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).!!

d. Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi,
tidak rendah), tidak banyak seluk-beluknya (kesulitan).!?

e. Biaya Secara bahasa biaya artinya uvang yang dikeluarkan untuk mengadakan
(mendirikan, melakukan, dan sebagainya) ongkos administrasi, ongkos yang
dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti
pemanggilan saksi dan materai.'3

f. Ringan sedikit (tidak besar) jumlahnya,'* dalam artian biaya yang dikeluarkan.

g. Mediasi adalah cara penyelasaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.!>

Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Cet. II; Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h1180.

OMarwan & Jimmy, Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h.56.

1Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.208.

2Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1008.

13Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 146

“Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h957.

5Mahkamah Agung RI., Perma RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan,Pasal 1 ayat (1).



h. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,
perbantahan.!6

i. Perdata menurut bahasa adalah hukum sipil, dalam arti formal yang mengatur
hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika, sedangkan dalam
ati materil yang mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar
kebendaan.!”

j. Pengadilan mengandung beberapa pengetian yaitu: 1. Dewan atau majelis yang
mengadili perkara atau mahkamah; 2. Proses mengadili; 3. Keputusan hakim; 4.
Sidang hakim ketika mengadili perkara; 5. Rumah (bangunan) tempat mengadili
perkara.!®

k. Negeri tanah tempat tinggal suatu bangsa, kampung halaman, tempat kelahiran,
Negara (pemerintah).!”

l. Peraturan adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk
mengatur.?°

m. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi kehakiman atau Pengadilan
Negara tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah yang berkedudukan di ibukota

negara yang berfungsi mengawasi tindakan pengadilan yang ada di bawah

®Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Cet. I1; Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h861.

"Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h856.

8Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h8.

¥Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 779.

2Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h76.



kekuasaannya. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman
tertinggi negara.?!

Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode
langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, baik terhadap hasil-

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya maupun terhadap buku-

buku yang telah diterbitkan, ditemukan berbagai buku-buku dan hasil penelitian

berupa tesis, skripsi dan artikel hukum yang relevan denganpenerapan asas

sederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi dalam penyelesaian sengketa

perdata.

1.

Skripsi Nurul Fadilah, yang berjudul Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesian Perkara Perdata
(Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama
Makassar), Dengan lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan
Pengadilan Agama Makassar, Aspek yang diteliti adalah bagaimana penerapan
dan efektivitas Perma No.l Tahun 2008 dalam penyelesaian perkara perdata dan
faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Perma tersebut. Sedangkan

perbedaan dengan penelitian ini adalah; (a) penelitian ini membahas tentang

ZIMarwan & Jimmy, Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 417.
22Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Cet. II; Jakarta:

Balai Pustaka, 2002), h899.
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Perma No. 1 Tahun 2016; (b) lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri
Sungguminasa.

2. Hidayatullah, yang berjudul Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depok, Dengan Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama
Depok, Aspek yang diteliti adalah bagaimanakah efektifitas mediasi dalam
perkara perceraian, bagaiamnakah tingkat keberhasilan mediasi dan faktor yang
menjadi pendukung dan penghambat keberhsilan mediasi. Sedangkan perbedaan
dengan penelitian ini adalah; (a) penelitian ini tidak menentukan perkara
tertentu, tetapi mengkajiseluruh kasus perkara perdata yang di mediasi; (b)
lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

3. Rr Wilis Tantri Atma Negara, yang berjudul Penyelesaian Sengketa Perdata
dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Lokasi penelitian di
Pengadilan Agama Surakarta, Aspek penelitian adalah bagaimanakah proses
penyelesaian perkara perdata melalui mediasi dan apa akibat hukum mediasi
bagi kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah; (a)
lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa; (b) penelitian ini tidak
membahas akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak, melainkan hanya
membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.

E. Tyjuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



a.

2.

11

Untuk mendeskripsikan penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan mendukung pelaksanaan Asas sederhana, cepat dan biaya
ringan dalam proses beracara perdata di Pengadilan.

Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Perma
No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam proses
penyelesaian sengketa perdata.

Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa

pihak, antaranya:

a.

C.

Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam nuansa yang bersifat
ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah
penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi dalam
penyelesaian perkara perdata.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti
yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang diteliti.

Skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.



BABII
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian dan Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
1. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi
tumpuan berfikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).
Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak
tinggi, tidak rendah).! Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara
dilakukan dengan cara efesien dan efektif.?

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-
belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah
dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari
keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat
kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang
dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.®* Maksud dari sederhana
dapat diartikan bahwa hakim dalam mengadili para pihak yang sedang berperkara
diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh
para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar

perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan

'Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Cet. II; Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h. 1008.

ZPenjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009

3Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005), h.

53.

12
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tentang akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat diselesaikan dengan
cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau
berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.

Acara yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah
proses pemeriksaan yang berbelit-belit, sampai jalannya pemeriksaan ditunda untuk
sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim pilek,
persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaan mundur. Hakim
malas, pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menikah, dijadikan
alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat
yang jauh sudah susah payah mengeluarkan biaya untuk para saksi yang akan
mereka hadapkan, ataupun penasihat hukum pergi pesiar sebagai alasan
mengundurkan pemeriksaan sidang. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah
sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tidak bermoral,
sekaligus tidak profesional.*

2. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; segera,
tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).> Cepat atau yang pantas
mengacu pada “tempo’ cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.® Cepat, harus

dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai

“M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang
No. 7 Tahun 1989), Jakarta : Sinar Grafika, 2003, h. 71

SDeperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Cet. 1I; Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h. 208.

Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung : PT Alumni,
1992), h. 427
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institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan
hukum secara cepat oleh pencari keadilan.’

Maksud asas cepat dalm suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam
memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses
penyelasaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi
segera memberikan keputusan dan waktuya tidak diulur-ulur atau mengadakan
penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan
kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.?

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan
memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Suatu proses yang relatif
tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan
kesederhanaan hukum acara itulah yang diharapkan.

Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak
cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang buru-buru tidak ubahnya
seperti mesin, sengaja dilambat-lambatkan, sehingga jalannya pemeriksaan
menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Hakim hendaknya melakukan
pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi
kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang
berperkara. Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan

pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya

Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005), h.
53.
8Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.24
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untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan
kepahitan dan dalam satu penantian yang tidak kunjung tiba. °
3. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan
(mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos
yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti
pemanggilan saksi dan materai.'® Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak
atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam
menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara
yang dapat dijangkau oleh masyarakat.!!

Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui
lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan
keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan
tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nila-nilai
lain yang merusak nilai keadilan itu sendir.'> Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak
dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara 77/ untuk penyelesaian
perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala

pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang
No. 7 Tahun 1989), Jakarta : Sinar Grafika, 2003, h. 71-72

%Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Cet. 1I; Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h. 146.

"Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009

12Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005), h.
53.
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Pengadilan harus mempertanggung jawabkan wuang tersebut kepada yang
bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang
bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Dalam kaitannya dengan biaya
perkara di Pengadilan, bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk
memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (prodeo).

Apabila asas cepat dan sederhana telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan
khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan
keputusan yang serta merta dalam menyelasaikan perkara, sudah tentu selain
masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga akan
smakin ringan, begitupun sebalikanya apabila asas cepat dan sederhana tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya maka biaya yang dikeluarkan oleh para pihak
akan semakin banyak karna adanya perlawanan dari pihak yang terkalahkan oleh
keputusan hakim.!3

Jadi, agara perkara dilaksanakan dengan cepat sederhana dan biaya ringan
maka hakim yang menyelasaikan perkara harus profesional dan betul-betul orang
yang ahli di bidangnya serta penuh kearifan didalam menangani suatu perkara.

4. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Dasar hukum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat
dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2
ayat (4) yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya

ringan” dan Pasal 4 ayat (2) berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan

3Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Prakt),(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.24
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berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan’.

Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 57 ayat (3) yang
berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan’, serta
dalam Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi, “Pengadilan membantu mengatasi segala
hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan”.

B. Tuyjuan Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat,
murah dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-
pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan
memberikan rasa kedilan. Pengitegrasian mediasi dalam proses pengadilan
merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di
Pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelasaikan
perkara.!#

Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Perma No. 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menempatkan mediasi

sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di penagdilan. Hakim tidak secara

14Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 310.
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langsung menyelesaikan perkara melalui Pengadilan (/itigasi). tetapi harus terlebih
dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus
ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.!?

Mediasi di Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang
dalam hukum acara pasal 130 HIR/154 RBg.!¢ Dan diperkuat lagi dengan
diberlakukannya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
sebagai pengganti aturan tentang mediasi sebelumnya yang diharapkan mampu
mengakomodir pelaksaan mediasi.

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 tahun 2016 sebagai upaya
mempercepat, mempermudah dan mempermurah proses penyelesaian sengketa serta
memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi Merupakan
instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan dan sekaligus
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara, di
samping sebagai proses peradilan yang bersifat memutus.!”

Kehadiran Perma No. 1 tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan
kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk
menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan

mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelasaian sengketa dan

15Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 301.

18Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 159

7Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, (Jakarta : Kencana, 2011), h 302.
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memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu
meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.
C. Proses Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Tahapan Pramediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak hakim
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses
persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi selama 30 hari
kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang
pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu
tersebut para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki, Ketua majelis
hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi
mediator.
2. Tahapan Proses Mediasi

Dalam waktu 5 hari kerja setelah para pihak menujuk mediator yang di

sepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim
mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak
penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi
telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak
menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah

dipanggil secara patut.



20

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi mengahsilkan kesepakatan perdamaian maka mediator wajib
merumuskan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika
mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara
tertulis yang memuat persetujuan kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib
menghadap kembali kepada hakim pada siadang yang telah ditentukan untuk
memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk untuk dikuatkan
dalam akta perdamaian.
4. Mediasi Tidak Mencapi Kesepakatan

Jika idak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis
peroses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim
pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian sebelum
pembacaan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak
dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan.
D. Tinjuan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang
berarti berada ditegah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan

perkara antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada
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pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara.!® Mediator
harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan
sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara. Secara
terminologi, mediasi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak
dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. !

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian perkara
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator.?? Secara luas mediasi diartikan sebagai penyelesaian perkara
yang dilakukan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam
sistem peradilan, yang dilaksanakan di luar sistem peradilan ialah: mediasi,
arbitrasi, dan lainnya. Adapun mediasi menurut para pakar sebagai berikut:

Menurut John W. Head, yang dikutip dari bukunya Gatot Soemartono
mediasi adalah suatu prosedur penegah seorang bertindak sebagai kendaraan untuk
berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas
perkara tersebut dapat dipahami dan sedapat mungkin didamaikan, tetapi tanggung
jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak

sendiri.2!

8Marwan & Jimmy, Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 426.

19Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektit Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional (Cet. 2; Jakarta: Kennaca, 2011), h.1-4.

'Mahkamah Agung RI., Perma RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Pasal 1 ayat (1).

2Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2006), h. 120.
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Gary H. Barnes menyatakan mediasi adalah proses untuk menyelesaikan
sengketa dengan bantuan pihak netral. Peranan pihak netral adalah melibatkan diri
untuk membantu para pihak baik secara pribadi atau kolektif, untuk
mengidentifikasikan masalah-masalah yang dipersengketakan dan mengembangkan
proposal untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tidak seperti arbiter, mediator
tidak mempunyai wewenang untuk memutus setiap sengketa, melainkan mediator
dapat mengikuti pertemuan-pertemuan rahasia dan pembahasan khusus bersama
dengan pihak-pihak yang bertikai.??
Menurut M. Yahya Harahap pada dasarnya mediasi secara normatif
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:?3
1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundangan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam
perundangan.

3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari
penyelesaian.

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama
perundangan berlangsung.

5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkankesepakatan yang

dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan guna mengakhiri sengketa.

22Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2003), h. 240.

BEdi As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 6
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan arti
sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan
sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting, yaitu: >4
1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi
antar dua pihak atau lebih.

2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang
berasal dari luar pihak bersengketa.

3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai
penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam
pengambilan keputusan.

Adapun mediasi dalam persfektif hukum islam sering digunakan kata is/ah
artinya “mendamaikan” mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian
dalam lapangan harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian
dalam peperangan dan perdamaian antara sesama kaum muslimin maupun kaum
muslimin dan non-muslimin. Secara bahasa, kata is/ah berarti “merendam
pertikaian.” Secara istilah, kata is/ah “suatu akad (perjanjian) untuk mengahiri
pertikaian di antara dua orang yang berperkara agar terjadi perdamaian di antara
keduanya.” Masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian itu, disebut

mushalih (orang-orang yang berdamai). Menyelesaikan perkara secara damai adalah

24 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, (Jakarta : Kencana, 2011), h.3.
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berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri perkara.?> Maka
Islampun memuji perbuatan seperti itu, sesuai yang ditegaskan dalam Q.S. Al-

Hujarat/49:9.

~ Go o 8 _ éa,p -
|5l 8 35 & s (o AT de i)
SRS - IS B S I
Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah
kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar perjanjian
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi
sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah
antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.?

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak
dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impartial. Mediasi dapat
mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan
lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah

pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang

2Said Agil Husain Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Cet. 1; Jakarta:
Penamadani, 2004), h. 60.

26Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro,
2006), h. 99.



25

dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa

proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator

tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya
membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan
damai mereka. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:?’

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif
murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau
lembaga arbitrase.

b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka
secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga
mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap
proses dan hasilnya.

e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi,
dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling
pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka

sendiri yang memutuskan.

2’Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum
Nasional (Jakarta : Kencana, 2011), h.24-26.
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g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu
mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di
pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

3. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelasaian sengketa memiliki ruang
lingkup utama beberapa wilayah hukum privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata
berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan
hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur
mediasi. Penyelasaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di Pengadilan
maupun di luar Pengadilan. Mediasi yang di jalangkan di Pengadilan merupakan
bagian dari rentetan proses hukum di Pengadilan, sedangkan bila mediasi di luar

Pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas

dari prosedur hukum acara peradilan.?®

Dalam perundang-undangan indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa
yang dapat dijalangkan kegiatan mediasi. Dalam pasal 6 Undang-undang No.30

Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelasaian Sengketa disebutkan

bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak

melalui alternatif penyelasaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan

menyampingkan penyelasainan secara litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan

28Qyahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektit Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, (Jakarta : Kencana, 2011), h.22.
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dalam pasal ini memberikan ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh
perbuatan hukum yang terjadi dalam ruang lingkup perdata.

Undang-undang ini juga memberi penegasan ruang lingkup yang berbeda
antara arbitrase dan mediasi. Dalam pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2000
menegaskan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase haya sengketa di
bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak
dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peaturan
perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ketentuan dalam pasal ini
memberikan rincian khusus ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui
jalur arbitrase.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 2 disebutkan
bahwa semua perkara perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama wajib
terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
Ketentuan dalam pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang
dapat diselesaikan dengan cara mediasi adalah semua perkara perdata yang menjadi
kewenangan peradilan umum dan peradilan agama tingkat pertama.

4. Dasar Hukum Mediasi

a. Dasar Hukum Penyelasaian Sengketa diluar Pengadilan
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Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem

ADR di Indonesia adalah:2°

1)

2)

3)

4)

Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai
salah satu asas musyawarah untuk mufakat.

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana asas musyawarah untuk
mufakat menjiwai pasal-pasal di dalamnya.

UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara administrative type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang
seperti UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa; UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi; UU No. 30 Tahun
2000 Tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri; UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No.
14 Tahun 2001 Tentang Paten; UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek; UU No.
22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12
Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; PP no. 54 Tahun 2000 Tentang
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup Diluar
Pengadilan; UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 Tahun

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : Telaga

Ilmu Indonesia, 2009), h. 164
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5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberdayaan Lembaga Damai sebagaimana dalam Pasal 130 HIR/RBg.

6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang telah diubah
dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan kemudian diubah lagi dengan PERMA
No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Dasar Hukum Penyelasaian Sengketa di Pengadilan

Di Indonesia, mediasi/perdamaian yang bersifat wajib sampai saat ini hanya
diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan

Negeri/Agama. Penggunaan prosedur mediasi wajib ini dimungkinkan karena

hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, HIR dan RBg, menyediakan dasar

hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyatakan bahwa hakim
diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian, namun caranya
belum diatur, sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung
untuk kelancaran jalannya peradilan. Oleh sebab itu dan untuk lebih

mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut, dikeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002

yang mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan perkara, dengan sungguh-

sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130

HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan dibawah Mahkamah

Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Pasal 32 ayat (4) UU

No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009

Tentang Mahkamah Agung). Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau
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penafsiran peraturan undang-undang agar dalam praktik pengadilan tidak terjadi
disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya
kepastian hukum.

Keadaan itu mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Perma No. 2
Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan kemudian
diperbaharui lagi dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Dasar hukum inilah (penggunaan mediasi bersifat wajib) yang dalam
perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti
diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Prinsip-prinsip Mediasi

Begitu “suci” peran mediasi dan mediator ini hingga dalam prosesnya

tidak boleh melanggar prinsip-prinsip umum yang berlaku. Prinsip dasar itu adalah
landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi karena prinsip ini
merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam
melaksanakan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya
institusi mediasi. Sebagaimana yang pernah ditulis oleh David Spencer dan Michael
Brogan yang juga merujuk pada pandangan Ruth Carlton berkenaan dengan lima
prinsip dasar mediasi, yaitu sebagai berikut:3°

1. Prinsip Kerahasiaan atau Confidentiality

30Qyahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum
Nasional (Jakarta : Kencana, 2011), h.28.
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Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang
terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang
bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing
pihak.

2. Prinsip Sukarela atau Volunteer

Maksudnya adalah kedua belah pihak yang bertikai datang ke mediasi atas
keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan
tekanan dari pihak luar.

3. Prinsip Pemberdayaan atau Empowerment

Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-
masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima
solusinya.

4. Prinsip Netralitas atau Neutrality

Di dalam mediasi tugas mediator sebatas hanya sebagai mediator saja dan
isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah
berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi,
mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah
atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau
memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

5. Prinsip Solusi yang Unik atau a unique solution
Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai

dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proseskreativitas.
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6. Peranan dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinanpenyelesaiansengketa tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuahpenyelesaian.’! Dalam
praktik, mediator berbicara secara rahasia dengan masing-masing pihak. Disini
mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu.
Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan,
misalnya dengan memperkenalkan diri dan melakukan penelusuran kesamaan
dengan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan,
pendidikan, agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasa dapat memperdekat jarak
dengan para pihak yang bersangkutan.3?

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal
tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. la
berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak.?? Peran
mediator sebagai sebuah kontinum atau garis rentang, yakni dari sisi peran yang
terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator
hanya menjalankan perannya sebagai berikut:3*

a. Penyelenggaraan pertemuan.

3'Mahkamah Agung RI., Perma RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Pasal 1 ayat (6).
32Gatot Sumartono, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta :
Gramedia, 2006), h.120.
33Qyahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum
Nasional (Jakarta : Kencana, 2011), h.77.
3*Nurnaningsih Amriani, Mediasi:Alternatif Penyelaaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta: Rajawali Pers,2011), h.62-63.
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b. Pemimpin diskusi netral.

c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan
berlangsung secara beradab.

d. Pengendalian emosi para pihak.

e. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan
mengemukakan pandangannya.

Sedangkan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator, apabila
mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan, sebagai
berikut: 3
a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.

b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak.
c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah
pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yangmuncul
ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut adalah sebagaiberikut:
a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan

menguatkan suasana yang baik.

35Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektit Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum
Nasional (Jakarta : Kencana, 2011), h.79.
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Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.

Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.

Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan
pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses

perundingan sebagai berikut:3°

1.

2.

Memperbaiki komunikasi di antara para pihak.

Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya.

Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses
perundingan.

Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau
kedudukannya tidak menguntungkan.

Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.

Mediator dapat juga mengemukakan saran tentang substansi pemecahan

masalah selain tentang proses perundingan itu sendiri. Setelah secara aktif

mendengarkan pernyataan para pihak, mediator barangkali dapat memahami

kepentingan para pihak dan kemudian mengemukakan usulan-usulan pemecahan

masalah yang belum diidentifikasi oleh para pihak itu sendiri. Lazimnya, seorang

mediator tidak cepat-cepat mengemukakan usulan-usulan tentang substansi, ia lebih

menyukai agar para pihak sendiri yang berusaha mengidentifikasi berbagai

3Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.l Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 12
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alternatif pemecahan masalah. Usulan dari mediator biasanya disampaikan setelah
para pihak tidak lagi mempunyai gagasan tentang pemecahan masalah. Akan tetapi,
bagaimanapun seorang mediator harus menyadari bahwa peran yang terlalu aktif
dalam hal substansi mengandung risiko, yaitu bahwa hasil akhir atau kesepakatan
dapat dipandang oleh para pihak atau salah satu pihak bukan sebagai hasil
pemikiran mereka sendiri, tetapi pemikiran si mediator, sehingga para pihak atau

salah satu pihak tidak sepenuh hati menerima hasil akhir atau kesepakatan.3’

3"Nurnaningsih Amriani, Mediasi:Alternatif Penyelaaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta: Rajawali Pers,2011), h.67.



BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
lapangan (field research), Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian
secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang
saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang
diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa,
pengumpulan data dan informasi akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri
Sungguminasa. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan
Negeri Sungguminasa telah diselenggarakan mediasi namun masih banyak perkara
yang tidak berhasil menempuh perdamaian setelah dilakukannya mediasi.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, historis dan

sosiologis.
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1. Pendekatan yuridis normative
Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang terkait dengan pembahasan'. Dalam hal ini adalah ketentuan Perma
No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Pendekatan historis
Pendekatan ini digunakan untuk membantu penelitian mengetahui dan
memahami aturan hukum dari waktu ke waktu.?
3. Pendekatan sosiologis
Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan
dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah
kebijakan pemerintah relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.?
C. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu,
informasi dari informan dan respondenserta data yang tercatat di Pengadilan Negeri
Sungguminasa.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penulusuran berbagai

referensi yang berkaitan dengan penelitian.

'peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.

2Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 126.
3Soerjono Soekanto, Sosiologi; Sebuah Pengantar (Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h.
18 dan 53.
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a. Peraturan Perundang-undangan.

b. Hasil-hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, internet, dan lain-lain.
c. Kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun
teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk
mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian dan dengan cara memantau
dari dekat kegiatan persidangan di Pengadilan Negeri.* Teknik observasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan, yaitu penelitian tidak terlibat
secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Adapun yang menjadi objek
observasi adalah proses mediasi perkara di pengadilan.

2. Wawancara (interview)

Wawan cara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh
informasi dari informan dan responden.’ Teknik wawancara ini digunakan untuk
menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta

pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan

“Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
h.58.
5Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95.
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mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.® Bentuk pertanyaan yang
digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan
menggunakan pedoman wawancara.
3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, catatan harian, dan sebagainya.” Hasil penelitian dari observasi dan
wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.
E. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat
sesudah memesuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah pedoman wawancara,
doaftar pertanyaan dan media elektronik seperti Hp yang digunakan untuk merekam
suara pada saat proses wawanara. Instrumen penelitian inilah yang akan mengali
data dari sumber-sumber informasi.
F. Teknik Pengolaan dan Alalisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang dilakukan

guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Cet. 1V; Bandung:
Alfabet, 2009), h. 320.

"Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),
h. 186.
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angka.® Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penililaian apakah
pelaksanaan mediasi sesuai dengan aturan yang berlaku telah mendukung
pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kemudian dipaparkan secara
deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan
permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.

G. Pemgujian Keabsahan Data

Penelitian ini metode pemeriksaan data yang digunakan adalah trianggulasi.
Triangulasi adalah teknik menganalisis jawaban subjektif dengan meneliti
kebenaran melalui data empiris (sumber data lain) yang tersedia. Di sini jawaban
subjek dikroscek dengan dokumen yang ada.’

Setelah dilakukan penelitian dan terkumpul semua data maka akan di
dapatkan data kualitatif yang sesuai dengan metode yang diambil. Oleh karena itu
hasil dari semua data yang diperoleh di lapangan baik yang berupa observasi
maupun wawancara dikumpulkan dan dianalisis sehingga mendapatkan deskripsi
tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi dalam

penyeleseaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

8Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 56.

9Rachmat Kryantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada. 2007), h.
71.



BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Beracara
Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Mediasi

Lahirnya suatu peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agungbertujuan
untuk kelancaran proses penyelenggaraan peradilansebagaimana diatur dalam
Pasal32 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun2009tentang Mahkamah Agung.
Lembaga ini memiliki fungsipengawasan terhadap jalannya peradilan dengan tujuan
agar peradilandapat berjalan sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman pada
asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan.Selain itu, MahkamahAgung juga
peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukupdiatur dalam Undang-Undang
Mahkamah Agung sebagai pelengkap untukmengisi kekurangan atau kekosongan
hukum yang diperlukan bagikelancaran penyelenggaraan peradilan.

Bentuk implementasi dari Pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun2009
tentang Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bahwa MahkamahAgung dapat
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagikelancaran penyelenggaraan
peradilan yaitu dengan diterbitkannya suatuPeraturan Mahkamah Agung. Salah satu
diantaranya yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016tentang Prosedur
Mediasi diPengadilan.Tujuan dari diterbitkannya Perma ini yaitu sebagai
saranauntuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudutpandang
kesederhanaan prosesnya, biaya maupun waktu, serta dapatmenciptakan kondisi

win-win solution kepada para pihak yangbersengketa.
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Sebelum proses persidangan, perkara gugatan yang telahdidaftarkan harus
melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu.Setiaphakim, mediator dan para pihak
wajib mengikuti prosedur penyelesaiansengketa melalui mediasi yang diatur dalam
peraturan ini.Pada harisidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk
menempuh mediasi.Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk
memberikankesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Para pihak berhak untuk memilih mediator, baik dari dalam maupundari luar
pengadilan.Batas waktu dari pelaksanaan mediasi yaitu 30 hari kerja sejak mediator
dipilih oleh para pihak atauditunjuk oleh ketua majelis hakim. Jangka waktu
mediasi dapatdiperpanjang paling lama 30 hari kerja sejak berakhir masa 30 hari
atas dasar kesepakatan para pihak.

Apabila mediasiberhasil, para pihak dengan bantuan mediator wajib
merumuskan secaratertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para
pihak danmediator.Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada
harisidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatanperdamaian
agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, namun ada juga yang tidak sampai
pada pembuatan akta perdamaian karena gugatan dicabut.sebaliknya, apabila
mediasi gagal maka akan dibuatkan berita acara.Segera setelah menerima
pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkanpemeriksaan perkara sesuai ketentuan
hukum acara yang berlaku.

Proses mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah sesuaidengan

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma yang berbunyi, “pada harisidang yang telah
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ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakimmewajibkan para pihak untuk
menempuh mediasi”. Jadi, ketentuan inimewajibkan para pihak untuk mengikuti
proses mediasi terlebih dahuludan berdasarkan wawancara dengan Amiruddin
Mahmud selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Sungguminasa, bahwa dalam
penyelesaian perkara perdata selalupatuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan 154
Rbg yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian
sebelum masuk ke persidangan dimana pasal-pasal tersebut merupakan dasar dari
pelaksanaan mediasi dan juga ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma yang berbunyi
“Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi’”.!

Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1) “Para Pihak berhak memilih seorang atau
lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan”. Mediator yang
dipilih adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai
pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tampa menggunakan cara memutus
atau memaksakan sebuah penyelesaian.?

Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, jumlah mediator yang ditetapkan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat dilihatpada tabel di bawah ini :

! Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa (13Juli 2017).
2Pasal 1 Ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016.
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Tabel 1
Mediator dan Jabatan
No Nama Jabatan
1 Muhammad Damis, SH, MH. Ketua
2 | Ibnu Rusydi, SH. Hakim
3 Amran S. Herman, SH, MH. Hakim
4 | Elliy Sartika Achmad, SH. Hakim
5 | Rusdhiana Andayani, SH. Hakim
6 | Sigit Triatmojo, SH. Hakim
7 | Henu Sistha Aditya, SH, MH. Hakim
8 | Yulianti Muhidin, SH. Hakim
9 | Hj. Nurfiah, SH, MH. Hakim
10 | H. Amiruddin Mahmud, SH, MH. Hakim

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2017
Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat
mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh
lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia.’Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat
keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa
mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian hakim sebagai mediator.*
Berdasarkan wawancara dengan Amiruddin Mahmud di Pengadilan Negeri
Sungguminasa hanya terdapat 1 hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator dan
memiliki sertifikat mediator, yaitu Muhammad Damis dari total 10 hakim yang
bertugas di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sementara mediator yang berasal dari

luar pengadilan yang bersertifikat belum ada yang terdaftar dan diumumkan di

3Pasal 13 Ayat 1 Pema No.1 Tahun 2016
“Pasal 13 Ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016
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Pengadilan Negeri Sunggumunasa. Sehingga untuk mengimbangi banyaknya jumlah
perkara perdata yang masuk dan wajib melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri
Sungguminasa, maka hakim yangbertugas di pengadilan tersebut difungsikan juga
untuk melaksanakan tugas mediasi berdasarkan Perma ini.>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hal tersebut menjadi hambatan dalam
kelancaran proses mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Selain karena
jumlah hakim mediator yang bersertifikat hanya terdiri atas 1 orang hakim, hakim
lain yang tidak bersertifikat pun tidak mampu mengupayakan mediasi secara
optimal karena hakim yang ditunjuk sebagai mediator itu juga menangani perkara-
perkara yang masuk ke pengadilan. Kesungguhan untuk menjembatani proses
penyelesaian sengketa melalui mediasi kurang digali secara mendalam oleh para
hakim sehingga menyebabkan banyaknya perkara yang mengalami kegagalan dalam
proses mediasi.®

Menurut pendapat penulis, pada kenyataannya mediator yang memiliki
keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan tugas mediasi sangat diperlukan
untuk mendukung keefektifan dari proses mediasi. Tentu saja keterampilan dan
kemampuan yang dimaksud diperoleh dari pelatihan mediator bersertifikat yang
diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah
Agung Republik Indonesia.Sehingga diharapkan mediator-mediator yang telah

menjalani pelatihan dan memperoleh sertifikat dapat menciptakankeberhasilan

5 Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa (13Juli 2017)

® Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa (13Juli 2017)
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penyelenggaraan mediasi untuk setiap perkara perdata seperti yang diharapkan
melalui Perma ini.

Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka
waktu yang telah di tentukan, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara berhak
menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan lainnya.’Hal ini dimungkinkan
terjadi mengingat jumlah hakim maupun hakim mediator bersertifikat di daerah-
daerah sangat sedikit.Hasil dari suatu proses mediasi merujuk pada dua
kemungkinan, yaitu mediasi berhasil atau mediasi gagal. Apabila mediasi yang
dilaksanakan berhasil, maka mediator akan memberitahukan kepada ketua majelis
hakim untuk kemudian dibuatkan akta perdamaian. Namun apabila mediasi gagal,
maka mediator akan memberitahukan kepada ketua majelis hakim untuk kemudian
dilanjutkan melalui proses litigasi.®

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih
oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Selanjutnya atas dasar
kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30
hari kerja sejak berakhir masa 30Ohari.Berdasarkan wawancara penulis dengan
Amiruddin Mahmud pada umumnya mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa
selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai dengan 30 hari. Akan

tetapi, mediasi yang telah dilaksanakan sebagian besar menemukan jalan buntu

"Pasal 10 Ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2016
8 Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa (13Juli 2017)
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dengan kata lain gagal untuk dimediasi.’Menurut penulis pelaksanaan mediasi di
Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai
dengan prosedur mediasi sesuai dengan yang termuat dalam Perma No. 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tolak ukur efektivitas Perma di Pengadilan Negeri Sungguminasa

dapatdijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2
Efektivitas Mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa
Berhasil Gagal
No | Tahun Jumlah Perkara Tumah % Tumlah %
1 2015 57 2 3.5% 55 96.5%
2 2016 65 2 3.1% 63 96.9%
Jumlah 122 4 3.3% 118 96.7%

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2017

Tujuan dari diterbitkannya Perma yaitu untuk mengurangi terjadinya
penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat danmemaksimalkan fungsi
lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang
bersifat memutus (ajudikatif). Berdasarkan persentase, penyelesaian perkara yang
berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mediasi di Pengadilan Negeri
Sungguminasa pada Tahun 2015 sebesar 3.5% dan pada Tahun 2016 sebesar 3.1%.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri
Sungguminasa belum efektif sebagaimana yang diharapkan.Hal ini disebabkan oleh

masih banyaknya perkara yang gagal dimediasi.
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Dengan  demikian  dapat  dijelaskan  bahwa  Penerapan  asas
peradilansederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi belum terlaksana
sebagaimana yang diharapkan.Hal ini didukung dengan fakta bahwa masih
banyaknya perkara yang gagal dimediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
Penerapan mediasi dalam proses penyelesaian perkara hanya membuat proses
penyelesaian sengketa perdata menjadi lama, dan membutuhkan biaya tambahan
yang dibebankan kepada para pihak. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa
penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagian besar mengalami
jalan buntu merupakan penyebab utama tidak terlaksananya Asas Sederhana, Cepat
dan Biaya Ringan. Berdasarkan Tabel 2 bahwa tingkat keberhasilan mediasi selama
kurung waktu 2 tahun terakhir hanya sebanyak 3.3% dari 122 perkara yang di
mediasi, sehingga pelaksanaan mediasi di 96.7% perkara yang gagal bisa dikatakan
bertele-tele, membuang-buang waktu dan memerlukan biaya tambahan dalam proses

mediasi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan bagan berikut:



Tabel 3
Urutan Proses Mediasi

- Pendaftaran Gugatan di Kepanitraan Perdata
- Pembayaran Panjar Biaya Perkara dan Penandatanganan
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

'

Penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara oleh Ketua
Pengadilan

- Majelis Hakim menetukan hari sidang dengan penetapan

- Juru Sita melakukan pemanggilan Kepada para Pihak

v

\ 4 \ 4
- Para Pihak hadir - Para Pihak tidak hadir
- Penyampaian proses Mediasi oleh - Dilakukan pemanggilan ulang
Ketua Meielis Hakim v

v - Putusan Verstek/

- Putusan Gugur

- Pemilihan Mediator

- Penundaan sidang

A 4

- Mediator mengadakan pertemuan awal
- Perkenalan dan penyampaian informasi

tentang prosedur Mediasi

v

- Penyampaian dan pertukaran Resume

- Melakukan dialog tentang kemungkinan

o
beberapa plywarg) —> Proses Mediasi gagal
- Negosiasi l
v Persidangan dilanjutkan
g l

- Perumusan butir-butir kesepakatan
- Penjelasan-penjelasan
- Analisis dan koreksi

A 4
EKSEKUSI
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Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa setelah ditetapkannya
mediator oleh Hakim Pemeriksa perkara, maka persidangan ditunda untuk
dilakukannya mediasi, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 proses mediasi
berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakuknan
mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat di perpanjang paling
lam 30 hari setelah jangka waktu 30 hari pertama berakhir.! Berdasarkan
wawancara dengan Aminuddin Mahmud bahwa umumnya mediasi di Pengadilan
Negeri Sungguminasa selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai
dengan 30 hari. Akan tetapi, mediasi yang telah dilaksanakan sebagian besar
menemukan jalan buntu dengan kata lain gagal untuk dimediasi.!' Menurut penulis,
penundaan sidang untuk dilakukan mediasi dengan harapan terciptanya perdamaain
antara kedua belah pihak adalah proses yang membutuhkan waktu yang lama dan
ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
Perma No.1 Tahun 2016. Hal ini dapat dikatan membuang-buang waktu dan proses
yang sia-siauntuk dilaksanakan melihat tidak efektifnya mediasi untuk
menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jika tahapan
mediasi tidak dilaksanakan maka persidangan akan berlanjut sesuai proses
penyelesaian secara litigasi dan waktu yang akan digunakan akan lebih cepat

dibandingkan dengan penerapan proses mediasi.

9Pasal 24 ayat 2 dan 3 Perma No.1 Tahun 2016
" Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
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Tabel 4
Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa
(Termasuk Biaya Pemanggilan Para Pihak untuk Mediasi)

No |Jenis Perkara Rincian Biaya Keterangan
1 | Gugatan Pendaftaran Rp. 30.000,-
Panggilan P (3x) Rp. 255.000,- | Sesuai Radius
Panggilan T (4x) Rp. 340.000,- | Sesuai Radius
Redaksi Rp. 5.000,-
Matrei Rp. 6.000,-
Biaya Proses Rp. 100.000,-
Biaya sumpah Sanksi Rp. 10.000,- Sesuai kebutuhan
Jumlah Panjar Biaya Perkara Rp. 746.000,- | P=1;T=1

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2017

Ket: P = Penggugat
T = Tergugat

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan
terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.'> Berdasarkan
tabel diatas dapat dilihat bahwa panjar biaya perkara yang harus dibayarkan di
Pengadilan Negeri sungguminasa pada saat mendaftarkan gugatan adalah Rp.
746.000,-, biaya tersebut sudah termasuk biaya pemanggilan para pihak untuk
melakukan mediasi. Menurut pengamatan penulis, panjar biaya perkara yang
jumlahnya Rp. 746.000,- dapat lebih ringan jika proses mediasi tidak dilaksanakan,
karena biaya pemanggilan untuk para pihak akan berkurang karena pemanggilan
untuk proses mediasi ditiadakan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel

berikut:

12Pasal 9 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016
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Tabel 5
Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa
(Tidak Termasuk Biaya Pemanggilan Para Pihak untuk Mediasi)

No | Jenis Perkara Rincian Biaya Keterangan
1 | Gugatan Pendaftaran Rp. 30.000,-
Panggilan P (2x) Rp. 170.000,- | Sesuai Radius
Panggilan T (2x) Rp. 170.000,- | Sesuai Radius
Redaksi Rp. 5.000,-
Matrei Rp. 6.000,-
Biaya Proses Rp. 100.000,-
Biaya sumpah Sanksi Rp. 10.000,- Sesuai kebutuhan
Jumlah Panjar Biaya Perkara Rp. 491.000,- | P=1;T=1

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Makassar, 2017

Ket : P = Penggugat
T = Tergugat

Panjar biaya perkara yang seharusnya dibayarkan oleh penggugat adalah
Rp.490.000,- jika saja proses mediasi tidak dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Sungguminasa. Proses persidangan yang mahal dan tidak efektifnya waktu
persidangan menyebabkan kesederhanaan dari suatu proses persidangan tidak dapat
terlaksana sesuai yang diharapkan.

Salah satu tujuan diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 adalah agar
lebih mengefektivkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam
proses penyelesaian perkara di Pengadilan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan
apa yang diharapkan melihat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri

Sungguminasa yang sangan kurang, sehingga mediasi yang dilaksanakan berjalan
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sia-sia. Jadi penerapan asas seperhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi di
Pengadilan Negeri Sungguminasa belum berjalan dengan baik, hal tersebut
dikarnakan masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di

Pengadilan Negeri Sungguminasa.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Perma No. 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi mediasi di
Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sebagai berikut:
Tabel 6

Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi
di Pengadilan Negeri Sungguminasa

No Faktor penghambat keberhasilan mediasi
1 Para Pihak
2 Mediator

3 Advokat
Sumber: Wawancara Hakim mediator PN Sungguminasa

1. ParaPihak

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban yang harus
diikuti oleh para pihak. Oleh sebab itu para pihak menganggapbahwa mediasi
hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka sehingga banyak pihak enggan
untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses litigasi. Hal ini
didasari atas kepentingan para pihak yang ingin memenangkan perkara karena

merasa memiliki atas obyek sengketa, misalnya tanah.
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Kurangnya penjelasan dan pemahaman akan tujuan dan manfaat mediasi
bagi para pihak yang berperkara juga menjadi kendala dalam kelancaran proses
mediasi. Ketidaktahuan para pihak akan memicu timbulnya ketidakyakinan mereka
akan tercapainya perdamaian melalui proses mediasi. Berdasarkan wawancara
dengan Amiruddin Mahmud, beberapa pihak mengetahui dan memahami proses
mediasi dan yang lainnya belum mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat
yang akan diperoleh dari penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pihak yang belum
memahami arti penting dari mediasi beranggapan bahwa proses mediasi hanya
merupakan formalitas yang harus mereka lalui sebelum masuk ke proses litigasi.!?

Mediasi sebenarnya sudah diupayakan diluar pengadilan olehorang-
orang terdekat, aparat penegak hukum, dan sebagainya, namun karena tidak
menemukan titik temu maka permasalahan tersebut didaftarkan ke pengadilan.
Setelah perkara masuk di pengadilan dan melewati proses mediasi, kebanyakan dari
perkara tersebut gagal untukdimediasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakyakinan
dari para pihak akan tercapainya kesepakatan damai melalui proses
mediasi.Ketidakhadiran para pihak juga menjadi kendala dalam proses mediasi
karena mencerminkan ketidakseriusan untuk berdamai. Para pihak yang bersengketa
umumnya diwakili oleh kuasa hukumnya pada saat mediasi. Hal ini disayangkan
karena seharusnya pertemuan secara langsung dari para pihak yang bersengketa

akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengutarakan keinginan-

13 Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
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keinginannya. Hal ini didasarkan atas konflik yang terjadi sudah sangat serius
sehingga para pihak ingin segera menyelesaikannya melalui jalur litigasi.Misalnya
saja masalah warisan yang dilatarbelakangi oleh masalah pribadi parapihak.!#

2. Mediator

Berdasarkan ketentuan Perma, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator.!’Pada dasarnya di dalam perundingan dilaksanakan negosiasi
antara para pihak dengan bantuan mediator untuk mengutarakankepentingan-
kepentinganmasing-masingpihak.Perundingandiharapkan mampu
menghasilkankesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan.

Mediator bertindak netral dalam proses mediasi yang berlangsung, tidak
memihak salah satu pihak karena pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan
berakibat gagalnya proses mediasi. Mediator harus memiliki kemampuan dan
keterampilan khusus yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan
penyelesaian sengketa.Mediator yang dimaksudkan dalam Perma ini yaitu mediator
yang menjalankan tugasnya di pengadilan.Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis
Hakim untuk menjalankan tugas mediasi (hakim mediator) bisa saja hakim yang
menangani perkara yang sedang dimediasi dengan alasan kurangnya mediator baik

hakim maupun bukan hakim seperti advokat atau akademisi hukum dan profesi

14 Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa (13Juli 2017)
15Pasal 1 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016
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bukan hukum yang bersertifikat atau pun kendala kurangnya hakim khususnya di
daerah-daerah.

Mediator di Pengadilan Negeri Sungguminasa umumnya merupakan hakim
dari Pengadilan yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan Amiruddin
Mahmud, hanya terdapat 1 hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah
mengikuti pelatihan mediator dan memiliki sertifikat mediator, yaitu Muhammad
Damis dari total 10 hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
Sementara mediator selain hakim belum ada yang terdaftar dan diumumkan di
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sehingga untuk mengimbangi banyaknya jumlah
perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dan wajib melalui
proses mediasi, maka diberdayakan hakim yang bertugas di pengadilan tersebut
untuk ditugaskan melaksanakan mediasi berdasarkan Perma ini.!®

Mediator baik dari kalangan hakim maupun selain hakim wajib memiliki
sertifikat sebagai mediator sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Perma.
Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri
Sungguminasa selain karena hakim yang memiliki sertifikat mediator hanya ada 1
orang hakim, juga dilatarbelakangi oleh kebiasaan para hakim dengan penyelesaian
sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika
diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, dianggap asing dan

merepotkan.Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim mediator untuk mengikuti

1 Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa (13Juli 2017)
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pelatihan mengenai mediasi karena untuk menjadi seorangmediator diperlukan
kemampuan dan keterampilan khusus dalam menangani perkara. Hakim yang
ditunjuk sebagai mediator tidak mampu mengupayakan mediasi secara optimal
karena hakim itu juga menanganiperkara-perkara yang masuk ke pengadilan.
Kesungguhan untuk menjembatani proses penyelesaian sengketa melalui mediasi
kurang digali secara mendalam oleh para mediator sehingga menyebabkan
banyaknya perkara yang gagal dimediasi.!’

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada mediator selain hakim seperti
advokat atau akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat, yang
pernah memediasi perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa.Umumnya hanya
menggunakan jasa hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim
pemeriksa perkara. Padahal mediator yang memiliki keterampilan dan kemampuan
untuk menjalankan tugas mediasi sangat diperlukan untuk mendukung keefektifan
dari proses mediasi. Tentu saja keterampilan dan kemampuan yang dimaksud
diperoleh dari pelatihan mediator bersertifikat yang diselenggarakan oleh lembaga
yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Advokat

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara dan

bertugas untuk memastikan kliennya mendapatkan hak-hak yang semestinya.

Kendala pada saat mediasi yaitu tidak adanya dukungan dariadvokat kepada

7 Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa (13Juli 2017)
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kliennya atau pihak yang bersengketa untuk mengikuti proses mediasi tersebut. Hal
ini dapat diketahui dari banyaknya Advokat yang tidak bertindak mendampingi
kliennya namun bertindak seakan menjadi pihak yang bersengketa.

Berdasarkan wawancara dengan Amiruddin Mahmud, tidak adanya
dukungan dari advokat itu pada umumnya karena kepentingan materi semata.
Advokat menginginkan penyelesaian perkara melalui litigasi agar mendapatkan
honor yang banyak dari kliennya. Honorarium advokat biasanya didasarkan pada
jam kerja atau banyaknya kunjungan ke persidangan, sehingga apabila perkaranya
selesai dengan cepat maka honor yang didapatkannya pun tidak banyak. Padahal
dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai pada saat proses
mediasi setelah pertemuan beberapa kali. Namun karena dipengaruhi oleh
advokatnya, para pihak yang bersengketa pun pada akhirnya tidak mencapai
kesepakatan damai dan perkaranya dilanjutkan secara litigasi. Bahkan ada kasus
dimana mediasi sudah mendekati kesepakatan damai, bisa disebutkan sekitar 75 %
(persen) dipastikan akan berdamai, akan tetapi pada akhirnya gagal dan berdasarkan
dugaan hakim hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh advokatnya. Namun tidak
semua advokat kontra terhadap pelaksanaanmediasi, advokat yang profesional akan

terus mendukung terjadinyaperdamaian.'®

18 Amiruddin Mahmud Hakim Mediator PN Sungguminasa wawancara di Pengadilan Negeri
Sungguminasa (13Juli 2017)
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PENUTUP
A. Kesimpula
Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa :

1. Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan melalui Mediasi di
Pengadilan Negeri Sungguminasa belum terlaksana sebagaimana yang
diharapkan. Karena hanya 3% yang berhasilmelalui proses mediasidan 93%
berlanjutpada proses litigasidanproses mediasi itu sendirilah yang menyebabkan
proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa
menjadi mahal dan waktu yang digunakan lebih lama.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Perma No.
1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Sungguminsa antara lain yaitu:

a. Para Pihak
b. Mediator
c. Advokat
B. Implikasi Penelitian
Adapun implikasi dari penelitian yang dapat penulis berikan sehubungan
penulisan skripsi ini, sebaga iberikut :
1. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seharusnya

tidak diwajibkan untuk semua perkara Perdata yang didaftarkan di Pengadilan
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tingkat pertama, seharusnya proses mediasi dilakukan pada perkara yang mana
pihak yang berperkara menginginkan dilaksanakannya proses mediasi.

Sertifikasi mediator harus dilaksanakan secara patuh dan wajib bagi mediator,
sehingga hanya mediator yang telah menjalani pelatihan mediator dan memiliki
kemampuan serta keterampilan lah yang dapat melaksanakan dan menjembatani
proses mediasi. Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan
mediasi di daerah juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung,
mengingat keterbatasan tenaga mediator yang profesional sehingga dapat
mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana

hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan mediasi.
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